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PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT LAKUKAN PENATAAN ASET  

DINAS PENDIDIKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi dari http://fathcapital.com 

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, Pemerintah 

Provinsi Jabar secara proporsional terus melakukan penataan dan pendataan terkait keuangan dan 

aset di lingkungannya. 

Salah satunya, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Adapun Jabar sembilan kali berturut-turut meraih WTP 

untuk LKPD Tahun Anggaran (TA) 2011-2019. 

 

Di sektor pendidikan, Pemda Provinsi Jabar tengah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) 

terkait Pengelolaan Aset pada Dinas Pendidikan. 

Selain aset tanah dan bangunan, aset tersebut mencakup bangku, meja, hingga alat praktikum di 

SMA/SMK/SLB se-Jabar. 

 

Selain pengecekan aset secara langsung, Setiawan berujar, Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jabar tengah menyiapkan program/aplikasi untuk penataan aset 

secara online atau dalam jaringan (daring). 

 

"Terkait manajemen aset, saya minta program atau aplikasi yang dikembangkan oleh BPKAD 

segera disosialisasikan. Bahwa kita akan bermain secara virtual terlebih dahulu sebelum kita 

melakukan cek fisik ke lapangan. Ada juga usulan, virtual yang sifatnya online juga harus bisa 

offline (sehingga terintegrasi datanya)," kata Setiawan dalam rapat di Gedung Sate, Kota 

Bandung, Rabu 08 Juli 2020. 

 

Dirinya menambahkan, pengembangan aplikasi tersebut juga harus disesuaikan dengan 

perubahan format inventarisasi barang. 

Setiawan pun meminta Kepala Dinas Pendidikan Jabar segera menunjuk pejabat yang akan 

bertugas mengelola aset di sekolah-sekolah. 

"Segera tunjuk petugas atau pejabat yang meng-approve, yang meng-input (data), yang harus 

tercatat dan disampaikan ke BPKAD," ucap Setiawan. 
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"Sehingga jika ada masalah, BPKAD bisa berkoordinasi langsung dengan siapa yang (bertugas) 

approve dan input. BPKAD juga akan men-training petugas atau pejabat yang akan bertugas itu," 

katanya. 

 

Selain itu, Setiawan juga berpesan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Jabar untuk 

memperhatikan jabatan fungsional pengelola aset karena manajemen aset merupakan hal yang 

penting. 

"Bukan hanya guru, pengawas sekolah, tapi juga pengelola aset karena aset banyak sekali. 

Termasuk kelas jabatan dan insentif (pengelola aset) juga harus dicek. BPKAD juga akan 

memperjuangkan agar pengelola aset dapat insentif," tegas Setiawan. 

 

Pemprov Jabar juga mengumpulkan para Kepala Cabang Dinas Pendidikan se- Jabar untuk 

menampung aspirasi sekaligus menjaring permasalahan di lapangan khususnya terkait aset. 

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Jabar Wahyu Mijaya melaporkan, terdapat 831 

sekolah negeri di Jabar yang terdiri dari 507 SMA, 285 SMK, dan 39 SLB. 

 

Dari jumlah sekolah yang ada, terdapat sekitar 26 ribu PNS dengan rata-rata sekitar 1.200 PNS 

pensiun setiap tahunnya. Selain itu, terdapat 13 Cabang Dinas Pendidikan di Jabar. 

"Kondisi rill di lapangan, PNS di satuan pendidikan dari 831 sekolah (dalam kewenangan Jabar). 

Kasubag TU terisi ada 332 orang, 449 kursi masih kosong. Kami kemarin inventarisir dari 

jumlah yang ada, yang bisa diusulkan ke BKD baru 142 orang, itu yang baru bisa diisi. Ini 

kondisi rill di lapangan dari sisi SDM," kata Wahyu. 

 

Adapun terkait aset, Wahyu mengatakan, penyerahan aset dari kabupaten/kota ke provinsi yang 

dimulai pada 2017 hingga kini masih menghadapi beberapa kendala, contohnya soal aset yang 

menyewa tanah ke desa atau bekerja sama dengan pihak lain. 

Terkait Kantor Cabang Dinas Pendidikan, dari 13 cabang dinas yang ada baru tiga cabang dinas 

yang memiliki gedung, yakni Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI, X, dan XI. 

 

"Rencana tahun ini mau membangun untuk Cabang Dinas Wilayah IV dan VII, tapi karena 

(pandemi) COVID-19 tidak dilaksanakan. Tahun depan akan diajukan lagi," ucap Wahyu. 

Menurut Sekretaris BPKAD Jabar Junaedi, aset di lingkup Dinas Pendidikan Jabar mencapai 

Rp5 triliun dari 831 sekolah negeri yang ada. 

 

Junaedi mengatakan, pihaknya juga terus menjalin koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh 

Kepala Cabang Dinas Pendidikan untuk melakukan sensus aset. 

"Di lapangan banyak tantangan, tidak mudah, banyak masalah teknis dilapangan yang teknis 

sekali. Ada sekira 1,5 juta item barang, seperti barang laboratorium mulai dari gelas ukur dan 

lain- lain, memerlukan upaya besar untuk melakukan perhitungan dan pengecekan," kata 

Junaedi. 

"Jadi permasalahan sistemik dan teknis di lapangan pasti ada. Tapi kami selalu mengupayakan 

agar penataan dan pemeliharaan aset selalu on the track," tutupnya. 

Sumber Berita: 

www.pikiran-rakyat.com, Pemprov Jabar Lakukan Penataan Aset Dinas Pendidikan, Kamis, 9 

Juli 2020, hal 3 

http://www.pikiran-rakyat.com/
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Catatan: 

1. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan  Barang Milik Negara/Daerah 

2. Pengertian 

a. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat 

kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.( Pasal 1 angka 11 UU 

Nomor 15 Tahun 2004) 

b. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah 

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di 

masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta 

dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan 

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara 

karena alasan sejarah dan budaya. (Lampiran I PP No 71 Tahun 2010) 

c. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) 

bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah 

atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. (Lampiran I PP No 71 Tahun 2010) 

d. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah 

(Pasal 1 angka 2 PP Nomor 28 Tahun 2020) 

3. Jenis Opini (Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU No 15 Tahun 2004 dan Pernyataan Standar 

Pemeriksaan Nomor 03.01) 

a. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi 

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: 

1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,  

2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),  

3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan  

4) efektivitas sistem pengendalian intern.  

b. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni  

1) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion),  

2) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), 
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3) opini tidak wajar(adversed opinion), dan  

4) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). 

c. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion), menyatakan bahwa laporan 

keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal 

yang material. Dengan kata lain, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan 

dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Ini 

adalah opini yang dinyatakan dalam bentuk baku Laporan Hasil Pemeriksaan atas 

Laporan Keuangan.  

d. Opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion), opini wajar dengan pengecualian      

menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan 

cukup, dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan 

dengan yang dikecualikan. Dengan kata lain, informasi keuangan yang disajikan dan 

diungkapkan dalam laporan keuangan ”yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa” 

dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. 

e. Opini tidak wajar (adversed opinion), opini tidak wajar menyatakan bahwa laporan 

keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal   

yang material. Dengan kata lain, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan 

dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. 

pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion), pernyataan menolak   

memberikan opini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai 

dengan standar pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan 

keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Dengan demikian, 

informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan tidak  

dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. 

f. Opini Pemeriksa hanya dapat diberikan atas Laporan Keuangan yang telah   dilengkapi   

dengan surat representasi (Representation Letter) dari Pimpinan entitas yang diperiksa. 

Apabila pihak terperiksa tidak menyampaikan surat reperesentasi, maka pemeriksa   tidak   

dapat memberikan opini selain Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of 

opinion) 

4. Klasifikasi Aset Tetap (Pernyataan 07 Lampiran I PP No 71 Tahun 2010) 

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas 

operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:  

a. Tanah; 

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud 

untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 
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b. Peralatan dan Mesin; Peralatan dan mesin  

mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan 

peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) 

bulan dan dalam kondisi siap pakai.  

c. Gedung dan Bangunan 

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan 

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap 

dipakai 

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh 

pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap 

dipakai. 

e. Aset Tetap Lainnya 

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam 

kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional 

pemerintah dan   dalam kondisi siap dipakai. 

f. Konstruksi dalam Pengerjaan.  

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses 

pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya 

5. Pengakuan Aset Tetap (Pernyataan 07 Lampiran I PP No 71 Tahun 2010) 

a. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya 

dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria 

sebagai berikut  

1) Berwujud; 

2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;  

3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;  

4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan  

5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan 

b. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (duabelas) 

bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan 

oleh aset  tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional 

pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja 

bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat 

dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. 
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Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas 

tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.  

c. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam 

mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.  

d. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak 

kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. 

6. Pengukuran Aset Tetap (Pernyataan 07 Lampiran I PP No 71 Tahun 2010) 

a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan 

menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan 

pada nilai wajar pada saat perolehan.  

b. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti 

pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang  

dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat   

diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan   

baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.  

c. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya   

langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya 

perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua 

biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. 

7. Penilaian Awal Aset Tetap (Pernyataan 07 Lampiran I PP No 71 Tahun 2010) 

a. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan   

dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya 

perolehan.  

b. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar 

pada saat aset tersebut diperoleh. 

c. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga 

pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka 

memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang 

dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.   

Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli   

tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.  

d. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan 

yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap 

pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya 
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instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan        

sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.  

e. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan 

dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap 

pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk 

biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.  

f. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang    

dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan 

jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan 

biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.  

g. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan 

yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. 

8. Pengamanan dan Pemeliharaan (Pasal 42 s.d. 46 PP Nomor 28 Tahun 2020) 

a. Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah     

Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

b. Barang Milik Negara/Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti 

kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan. 

c. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti 

kepemilikan atas nama Pengguna Barang. 

d. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti 

kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan 

e. Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab 

atas pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di bawah penguasaannya. 

f. Biaya pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara/Daerah. 

g. Dalam hal Barang Milik Negara/Daerah dilakukan Pemanfaatan dengan Pihak Lain,  

biaya  pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa, peminjam, mitra 

Kerja Sama Pemanfaatan,mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, atau mitra 

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi 

umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi. 


